» — i
Memmbang

PERTANGGUNG.JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Penterintahan Daerah scbagaimana ielah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang, Kepala  daer ali  mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
™ § B e o iy g .3 1 S A TYIT 1 PR 5 1.
Pertlanggungjawaban Pelaksanaan APBU  kepadd

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
fapuran keuangan yang telail diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enamj bulan

seielah tatiun anggaran berakiirg

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung ...
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Perianggungjawaban Pelaksanazn APBD Kabupalen
Kutai Timur Tahun Anggaran 2010;

—

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1585 Nomor &8,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana felah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerab dan Retiibusi Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
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Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tatun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tarnbaban  Lemmbacan  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4048});

Undang-Undang Nomor 21 Taliun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
{Lembaran Negera Republik Indonesia Tatiun 1597
Nomor 44, Tembahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersihi dan Bebas dart
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pernbentukan Kabupalen Nunukan, Kabupaien

Malinau ...



o

i
<

1L

Malinau, Kabupaien Kuiai Barat, Kabupalen Kuiai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik  Indouesia  Tabun 2000 Nomwor 74
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nowaor 3862);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
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Perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunn 2004 Nomwor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335};
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Undang-Undang
pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 leniang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lemburan Negara Republik Indomesia Tahun 2604
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemeriniahan Daerah {Lembaran Negara Republik

indonesia ...
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sehagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemeriniah Pengganii Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemeriniahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

NN

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N G

omor 108,
Tambeshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548j;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangasn Keuangan Antara Pemerinish Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438j;
. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
teniang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40S0});
. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4138j;
. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Reitribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139});
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. Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun 2004
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tentang Kedudukan Proiokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Duerah {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416j sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 teniang Perubahasn alas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Proiokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 206065
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540};

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502};

Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 354 Tahun 2005
teniang Pinjaman Dasrah ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);

 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

k") }
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Nomor 4575j;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
jeniang  Sistemn  Informast  Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tumbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576});

Peraturan Pemeriniah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

i T
i

= 2 ; e S
rergiurgil PeIneriiiiarn

I vaval

omor 938 Tanun 200

N

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatiun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585j;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran

T 1 ~

egara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

5165);
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Peraiuran Menieri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teniang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menieri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraiuran Daerah Kabupaten Kuiai Timur Nomor 7

Tzhun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

31. Peraturan
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Tahun 2

o

311 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

(9]
IND

Peraturan Daerah Kabupaien Kutai Timur Nomor 9
Tahun 2011 tentang Perubahan  Anggaran
Pendapaian dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011,
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
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BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:
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Menetapkaii: FERATURAN JPATEN KUTAI TIMUR TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1
{1} Perlangguigjawaban  pelaksanaan APBD  berupa
laporan keuangan memuat :
laporan ...



laporan realisasi anggaraii;

ooR

neraca;

¢

laporan arus kas; duan

=

catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan scliogaimana dimaksud pada ayai

e,
)

(1} dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar

laporan keuangan badan usalia niik

daerah/perusghaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

a. pendapalan ... Rp 2.322.664.499.967,32
b.belanja ............. Rp 2.188.074.487.720.10
Surplusit/deficit ...... Rp 134.550.012.247,22
¢. perabiayaaii.......
- Penerimaan..... Rp 267.987.442.425,35
- Pengeluaran.... Rp 32.5006.0G0.666,60
Pembiayaan Netto......... Rp 235.487.442.425,35

Pasai 3
Urzian laporan realisasi anggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumliah
Rp230.188.195.683,36 dengan rincian sebagai berikut :
a. anggaran pendapatan setelah perubahan; Rp2.092.475.304.283,9¢

. reaglisasi Rp2.322.604.499.967,32

Selisih lebih/{(kurang) Rp 230.189.195.683,3f

(2} Selisilx ainggaiai dengait realisasi belaija sejuiiiia
Rp(139.888.258.989,21)
dengan rincian sebagai berikut :
e
Al Aiail ..
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a. anggaran pelanja setelah perubahan; Rp2.327.962.746.709,31
b. realisasi; Rp2.188.074.487.720,10
Selisih lebih/{kurang) Rp{135.888.258.989,21}

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp370.077.454.672,57 dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus/defisit setelah perubahan; Rpi{235.487.442.425,35)
b. realisasi; Rp(134.590.012.247,22)
Seligih lebih /{lturang) Rp 370.077.4534.672,57

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 207.987.442.425,35
b. realisasi; Rp 267.987.442.425.35
Seiisih lebih/{kurangj Rp ,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumliah
RpO0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan; Rp 32.500.000.000,00
b. realisasi; B 32.500.000.000 00
Selisih iebih /{kurang) Rp 0,00

fa) ey
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dengan rincian sebagai berikut :

a. anggdaran peraviayaan uetio

setelah perubahan; Rp 235.487.442.425,35
L. realisasi; Rop  235.487.442.425,35
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
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2011 sebagai berikut :
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d. jui’ﬂl‘dﬂ ASCL RO.Uro.7 0OY.3938.Y¢ 9,080
b. jumlah Kewajiban Rp 129.341.360.764,63

LIRS [ | by O gt | T T I NNATT ANTT NHTTO NI ND
C. Juringin LRGN JAlig Kpo.TUs Ll TTO L LD A

Laporan arus kas sebagainana diunaksud dala Pasal 1 twuruf ¢ uniu
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebag
berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2011 Rp 267.053.147.252,35
1

b. arus kas dari akiivilas operasi Rp 8%0.562.455.221,32
c. arus kas dari aktivitas investasi aset

Hon-keuangsao Rp{755.981.516.474,10}
d. arus kas dari akivitas pembiayaan Rp {32.490.966.500,00)
e, arus kas dari akilivilgs 1o anggaran Rp 1.236.532.763,06

Pasal &
Caluian atas laporan keuangan sebagaimana dimuksud Pasal 1 hwraf

tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupt

kuaiiialif aias pos-pos laporan keuangarn.
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Perianggungjawaban pelaksanasn APBD sebagaimana dimaksud pada Pas

1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

adampiran ...
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Lampiran [.1

Lampiran 1.2
Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6

Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10
Lampiran 1.11

b, Lamnpirasn ii

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

.

Laporai realisasi anggarari

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurul
urusan peweriniaban dacrall dan vrganisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusar
peineriniahan  daerals, vrganisasi, pendapaiar
belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi  realisasi  anggaran belanja daeral
menurut urusan pemerintahan daerah organisasi
prograin dan kegiatan;

Rekapitulasi  realisasi anggaran belanja daeral
untuk  kesclzraszadoan  kelerpaduan urusar
pemerintahandaerah dan fungsi dalam kerangks
pengeiclasn keuangar Hegard;

Daftar piutang daerah,;

Daftar penyeriaan modal {Invesiasi) dacralh;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan ase
letap dacrals;

Daftar realisasi penambahan  dan pengurangar
asct lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikar
sampal akhir tabhun  dan diaoggarkan kembal
dalam tahun anggaran berikuinya;

Dafiar dana cadangan daeraly, dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Neraca

Laporan arus kas

Cataian atas laporai keuangai

Puasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayal i

terdiri dari:
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laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V  peraturan daerah ini.
Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaar
daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah i

i

Bupati menetapkan peraiuran kepaln daerah {teniang penjabarar
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dar.
Pertanggungiawaban pelaksanaszn APBD.

™

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seilap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diieiapkan di Sangaiia
Pada tanggal 18 Oktober 2012
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